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T E N T A N G 
 

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013  

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan skala prioritas rancangan 
peraturan daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan, 
sistematis dan terpadu, serta menjadi pedoman bersama antara 

Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan rancangan 
peraturan daerah, perlu menetapkan Program Legislasi Daerah 
Kabupaten Sumedang; 

 
b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (4) Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Legislasi Daerah 
ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 

dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Sumedang tentang Program Legislasi Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2013; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dab Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 
 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

 
 

  
  

  



 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 
 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4737); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 
 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7); 
 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 
Nomor 3); 
 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 6); 

 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6); 

 

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 
tentang perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sumedang nomor 1 tahun 2009 tentang 

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten 
Sumedang. 



 

 
 
Memperhatikan 

 

 
 
: 

 

 
 
Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sumedang Tanggal  6 Desember 2012. 
 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan :  
 
KESATU 

 
: 

 
Program Legislasi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 sebagaimana 

tercantum dalam lampiran Keputusan ini;  

 

KEDUA : Dalam keadaan tertentu, Program Legislasi Daerah sebagaimana diktum 
KESATU dapat diubah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan; 
 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

 Ditetapkan di   : S U M E D A N G 
Pada tanggal   : 6 Desember 2012 

 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG 

K E T U A, 
 

ttd 

 
YAYA WIDARYA, S.Sos 

 

WAKIL KETUA 
 

ttd 

 
 

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI 

WAKIL KETUA 
 

ttd 

 
 

Drs. H. SARNATA 

WAKIL KETUA 
 

ttd 

 
 

Ir. EDI ASKHARI, M.Si 
 
Salinan : 

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung; 
3. Yth. Bupati Sumedang; 

-------------------------------------------------------------------------- 


